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THE ROLE OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY IN 

BANYUMAS IN WITHDRAWING HERBAL PRODUCTS CONTAINING 

DRUG CHEMICALS 

ABSTRAK 

The use of jamu as a traditional medicine remains a primary choice for the 

Indonesian population, including in the Banyumas region. However, the 

widespread distribution of jamu containing Chemical Drug Substances (BKO) 

poses a serious health threat. This study aims to examine the role of the Food and 

Drug Supervisory Agency (BPOM) Banyumas in the withdrawal of jamu containing 

BKO, identify the challenges faced, and evaluate the effectiveness of its 

implementation. The method used is descriptive qualitative with informant from 

BPOM. The research findings indicate that the effectiveness of product supervision 

and withdrawal is still suboptimal, as shown by field findings in 2024 in the Cilacap 

area, Under the jurisdiction of BPOM Banyumas, namely the discovery of more 

than 2000 boxes of jamu with counterfeit distribution permits (April 30, 2024) and 

turmeric jamu containing substances with ecstasy-like effects (Desember 31, 2024). 

Limited personnel, budget constraints, low inspection frequency, as well as low 

compliance of business actors and public awarness, are the main inhibiting factors. 

Although the withdrawal procedures have been carried out in accordance with 

regulations, the lack of follow-up supervision makes it difficult to suppress the 

circulation of BKO. It is recommended to strengthen the capacity of local BPOM, 

increase education for producers and consumers, utilize monitoring technology, 

and eforce strict legal measures to ensure the safety of jamu in the market. 

 

Keywors: BPOM, jamu, Chemical Drug Substances, Supervision, Banyumas. 
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PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS DALAM 

PENARIKAN PRODUK JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT 

 

Abstrak 

Penggunaan jamu sebagai obat tradisional masih menjadi pilihan utama masyarakat 

Indonesia, termasuk di wilayah Banyumas. Namun maraknya peredaran jamu yang 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) menimbulkan ancaman serius bagi 

kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) Banyumas dalam penarikan kamu mengandung BKO, 

mengidentifikkasi kendala yang dihadapi serta mengevaluasi efektivitas 

pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

narasumber dari BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

pengawasan dan penarikan produk belum optimal, terlihat dari temuan lapangan 

pada tahun 2024 di wilayah Cilacap cakupan kerja BPOM Banyumas yakni 

penemuan lebih dari 2.000 kotak jamu berizin edar palsu (30 April 2024) dan jamu 

kunyit mengandung zat mirip ekstasi (31 Desember 2024). Keterbatasan personil, 

anggaran, frekuensi inspeksi yang rendah, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha 

dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Meskipun prosedur 

penarikan telah dilakukan sesuai ketentuan, minimnya pengawasan lanjutan 

membuat peredaran BKO sulit ditekan. Disarankan penguatan kapasitas BPOM 

daerah, peningkatan edukasi kepada produsen dan konsumen, pemanfaatan 

teknologi pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjamin 

keamanan jamu di pasaran. 

Kata kunci: BPOM, jamu, Bahan Kimia Obat, Banyumas 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia masih memilih 

menggunakan obat tradisional untuk menjaga kesehatan dengan 

memanfaatkan bahan-bahan alami (Made et al., 2020). Obat tradisional 

sendiri merupakan bahan atau campuran yang berasal dari tumbuhan, bahan 

hewan, mineral, atau ekstraknya (sediaan galenik), maupun kombinasi dari 

semuanya, yang telah digunakan secara turun temurun sebagai sarana 

pengobatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan mutu dan keamanan 

obat tradisional, mulai dari proses pembuatannya hingga pendistribusiannya 

kepada masyarakat (BPOM RI, 2023) (Hapsari et al., 2024). 

Kabupaten Banyumas dikenal memiliki budaya pengobatan 

tradisional berbasis jamu yang telah mengakar kuat di masyarakat. masalah 

ini menjadi semakin berarti. Semakin maraknya peredaran jamu serta 

meningkatnya jumlah produsen yang tidak bertanggung jawab dengan 

menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak dicampur dalam 

pembuatan jamu, dibutuhkan sistem perlindungan dan jaminan bagi 

masyarakat sebagai konsumen (Menengah et al., 2024). 

Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan belum optimal karena keterbatasan jumlah tenaga pengawas 

serta pemeriksaan terhadap obat tradisional di berbagai daerah yang masih 

dilakukan secara tidak rutin, sehingga pelaku usaha cenderung lebih leluasa 

mengedarkan produk jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya 

(Cahyono et al., 2020). 

Penemuan jamu tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat di 

pasaran telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya 

bagi mereka yang secara rutin mengkonsumsi jamu sebagai suplemen 

kesehatan atau pengobatan (Hamill et al., 2021) (Larassita et al., 2020). Oleh 

karena itu, Keberadaan serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) menjadi penting sekali dalam memastikan pengawasan serta 
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penerapan regulasi terhadap produk jamu. 

Upaya antisipasi dan pencegahan yang dilakukan BPOM mencakup 

pengawasan sebelum proses produksi melalui pemberian izin edar dan 

sertifikasi produksi berdasarkan standar serta persyaratan yang mencakup 

aspek keamanan, khasiat/manfaat serta mutu, serta melakukan pengujian 

terhadap obat dan makanan sesuai ketentuan yang berlaku (Article, 2025). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji sejauh mana peran BPOM di Kabupaten Banyumas dalam proses 

penarikan jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat. Penelitian ini 

diharapkan memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam 

mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, 

serta berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat 

dari risiko kesehatan karena mengkonsumsi jamu yang tidak aman. Selain itu, 

hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan 

efektivitas pengawasan dan penarikan produk jamu di masa yang akan 

datang. 

1.2 Rumusan masalah: 

1.2.1 Bagaimana mekanisme pengawasan BPOM terhadap jamu yang 

mengandung Bahan Kimia Obat? 

1.2.2 Apa saja tantangan yang dihadapi BPOM dalam upaya menarik 

peredaran jamu yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat? 

1.2.3 Seberapa efektif penarikan produk jamu yang mengandung BKO 

di Wilayah Banyumas? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Menganalisis peran BPOM dalam pengawasan dan penarikan jamu 

mengandung BKO di banyumas. 

1.3.2 Memahami langkah-langkah yang diterapkan BPOM dalam 

menangani peredaran jamu yang mengandung zat berbahaya. 

1.3.3 Mengidentifikasi hambatan dalam proses penarikan dan pengawasan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi    

pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan obat dan makanan. 

1.4.2 Dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan peran dan fungsi 

BPOM dalam pengawasan serta penarikan produk jamu yang 

mengandung bahan kimia obat, khususnya di wilayah Banyumas. 

1.4.3 Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

memilih produk jamu serta memahami bahaya dari konsumsi jamu 

yang mengandung bahan kimia obat secara ilegal. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

 

Judul penelitian Tempat 

penelitian 

Tahun 

penelitian 

Peneliti Metode 

Penelitian 

Instrumen 

penelitian 

Nama Jurnal 

Perlindungan hukum 

terhadap konsumen obat 

tradisional yang 

mengandung bahan kimia 

berbahaya  di  kabupaten 

Asahan 

Asahan 2024 Hutagulung Kualitatif Kepustakaa 

dan hasil 

pengamatan 

lapangan. 

Jurnal of scince and 

social research 

(Nomor et al., 2024) 

Pengawasan BPOM atas 

peredaran obat tradisional 

jamu yang mengandung 

bahan kimia di kota 

Medan 

Medan 2021 Miranda Kualitatif Studi 

kepustakaan, 

wawancara, 

dan analisis 

perundang- 

undangan. 

Skripsi Universitas 

Medan Area 

(Miranda, 2021) 
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Analisis hukum peredaran 

obat tradisional: menjaga 

keamanan dan 

keberlanjutan dalam 

masyarakat. 

Bali 2023 Novita Kualitatif Kepustakaa Jurnal Interpretasi 

hukum (Novita et al., 

2023) 

Peran Badan Pengawas 

Obat dan Makanan dalam 

mengawasi peredaran obat 

tradisional yang 

mengandung Bahan Kimia 

Obat. 

Sukabumi 2024 Amalia Kualitatif Analisis 

perundang-

undangan 

Aladalah: Jurnal 

Politik, Hukum dan 

Humaniora (Rahma 

Arsyi, Amalia & Astri 

Sri Mulyanti, 2024) 

Perlindungan konsumen 

terhadap peredaran obat 

tradisional yang tidak 

memenuhi syarat di 

Kabupaten Banyumas 

Berdasarkan Hukum positif 

dan hukum islam. 

Banyumas 2023 Puji Lilis 

Setiani 

Kualitatif Wawancara Skripsi UIN Prof K.H 

Saifuddin Zuhri 

(SHELEMO, 2023) 
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LAMPIRAN 3 

LAMPIRAN WAWANCARA 

Tanggal wawancara:  11 April  

Nama narasumber : Tn A 

Jabatan  : Kepala bagian penindakan  

Platform  : WhatsApp chat  

Pertanyaan wawancara: 

 

Pewawancara: Assalamualaikum perkenalkan nama saya nisa mahasiswa PKPA 

Universitas Muhammadiyah Gimbing periode praktek gelombang 4. 

Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, saya sedang 

mengerjakan tugas studi kasus mengenai “Peran Badan Pengawas 

Obat dan Makanan di Kabupaten banyumas Dalam Penarikan Produk 

Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat” Saya izin bertanya 

mengenai kasus penemuan jamu yang mengandung BKO pada tahun 

sebelumnya. 

Dari penemuan yang saya dapatkan di satu tahun terakhir saya hanya 

mendapatkan 2 kasus pak yaitu: Pada tanggal 30 April 2024 ditemukan 

obat lebih dari 2000 box jamu tradisional yang siap untuk diedarkan 

dan pada tanggal 31 Desember 2024, Badan Narkotika Kabupaten 

Banyumas Menemukanjamu kunyit yang memiliki efek samping mirip 

ekstasi dan setelah di cek laboratorium jamu tersebut mengandung zat 

seperti yang terdapat dalam obat batuk, tetapi dalam dosis tinggi. 

Apakah ada koreksi atau tambahan pak? 

Mohon bimbingannya untuk menyusun tugas studi kasus tersebut, 

terimakasih. 

Narasumber: Narasumber: Pada tahun 2024 kami menangani 2 perkara tindak 

pidana terkait produksi obat tradisional yang mengandung Bahan 

Kimia Obat di Kabupaten Cilacap. 
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Pewawancara: Untuk tindak pidana pelanggaran menurut UU Kesehatan no 36 tahun 

2009 pasal 196 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu 

miliar rupiah). 

Adakah sanksi lain selain sanksi diatas pak? 

Narasumber: Sanksi tindak pidananya menggunakan UU Kesehatan terbaru yaitu 

nomor 17 tahun 2023 pasal 435 dan 436 . 

Sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha adalah sanksi pidana pasal 

435 dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 

pidana sebesar RP.5.000.000.000,00 (lima miliar) terkait produksi atau 

pengeedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan 

dan pasal 436 mengenai praktik kefarmasian oleh orang yang tidak 

memiliki keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian dengan 

dipidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) Sesuai dengan Undang-Undang kesehatan nomor 17 tahun 

2023. 

Pewawancara: Untuk mekanisme penarikannya bagaimana ya pak? 

Narasumber: Mekanisme penarikan BPOM Banyumas terkait produk jamu yang 

mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) adalah dengan BPOM 

mengeluarkan surat perintah penarikan kepada pelaku usaha dan 

pelaku usaha wajib menarik produk dari pasaran dalam waktu yang 

sudah ditentukan dan melaporkan hasil terkait penarikan ke BPOM, 

Selanjutnya pemilik izin memberikan laporan awal, berkala, dan akhir 

pelaksanaan penarikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan 

sesuai ketentuan pelaporan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penarikan obat. 

Pewawancara: Baik pak, untuk tahun 2025 ini berarti tidak ada temuan terkait 

peredaran jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat? 
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Narasumber: Iya mbak, belum ada temuan di tahun 2025 

Pewawancara: Baik pak,terimakasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk 

membantu saya mengerjakan tugas project dari kampus. Sekian 

dari saya. 

Narasumber: Sama-sama. 
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LAMPIRAN 4. 

SURAT PERNYATAAN CEK SIMILARITY 

 

 

 


